GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMORE£3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 356 ayat (1) huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dijadikan pedoman penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafén
Anggaran Sementara;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan
untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 88 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah maka
Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan
Sulawesi Tenggara Tahun 2019 telah dilakukan
Fasilitasi Oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat
Nomor 050/3196/Bangda Perihal Hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara
Tahun 2019;



Mengingat

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-Tengah
dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4385);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun  2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 550);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 13).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya
disingkat Perubahan RKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

7. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang
selanjutnya disingkat RAPBD Perubahan adalah Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

o

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2019 ini menjadi landasan penyusunan
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun 2019;

(2 Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat kegiatan, target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok
sasaran yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2019;

(3) Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab | :Pendahuluan
Bab Il : Evaluasi Hasil Triwulan Il Tahun Berkenaan
Bab Il : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
Bab V  : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
Bab VI :Penutup



Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Il
tahun 2019 dan perubahan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
Tahun 2019;

(2 Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2019 dimuat dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini;

(3) OPD yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan pada

Perubahan RKPD Tahun 2019 agar melakukan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara.
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